120

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke
Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2006. Dasar — Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta

Akib, Dr. Haedar, M.Si. & Tarigan, Dr. Antonius. 2008. Artikulasi Konsep
Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model, dan Kriteria
Pengukurannya. Jurnal Kebijakan Publik.

Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan:
Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta. Disertasi
Departemen [lmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia. Jakarta.

Beratha, I Nyoman. 1982. Desa masyarakat desa dan pembangunan desa.
Jakarta : PT Ghalia Indonesia.

Bungin, Burhan. 2003. Analisi Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis
dan Metodelogis ke Arah Penguasaan Modal Aplikasi. Jakarta : PT.
Raja Grafindo Persada

Dr. H. Tachjan, M.s1, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung : AIPI.

Gulo. W. 2002. Metodelogi Penelitian. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana.
Hidayat. 2005. Refleksi Realitas otonomi Daerah dan Tantangan ke
Depan. Jakarta : Pustaka Quantum.

Islamy, M Irfan. 2001. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara.
Bandung : PT. Bina Aksara.

Kartohadikusumo, Soetardjo. 1994. Desa. Jakarta : PN Balai Sartika.

Lexy J., Moleong. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja
Rosdakarya.

Moleong, Lexy. J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja
Rosdakarya.

Muslimin, Amrah. 1985. Beberapa Asas Dan Pengertian Pokok Tentang
Administrasi Dan Hukum Administrasi. Bandung : Alumni.

Poerwadarminta, W.J.S. 1995. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PT.Balai
Pustaka

Prof. Ir. Sukandarrumidi, MSc., Ph.D. 2012. Metodelogi Penelitian : Petunjuk
Praktis untuk Peneliti Pemula. Yogyakarta : Gadjah Mada University
Press.

.22 DIGITAL COLLECTION OF UPT PERPUSTAKAAN UNSOED :::.



Septiawan, Santana K. 2007. Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif.
Jakarta : Yayasan obor Indonesia.

Silalahi, Ulber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : PT. Refika Aditama.

Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijkan Otonomi Daerah.

Jakarta : Citra Utama.
Sunarjo, Unang. 1984. Pemerintahan Desa dan Kelurahan. Bandung: Tarsito.
Utama, Prabawa . 1991. Pemerintahan di Daerah. Jakarta : IND-HILL.CO.
Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Y ogyakarta:
Media Pressindo.

Yin, Robert K. 2003. Studi Kasus Desain dan metode. Jakarta :
Raja Grafindo Persada.

Undang — Undang

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum
Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan ALokasi Dana Desa di
Kabupaten Banyumas

Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum
Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di

Kabupaten Banyumas.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah nomor
13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di

Desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

.22 DIGITAL COLLECTION OF UPT PERPUSTAKAAN UNSOED :::.

121



Penelitian dan Jurnal.

Jurnal. Adryanus Devaczy John P. 2015. Universitas Tanjungpura. “Impelentasi
Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sidahari Kecamatan Jelai Hulu

Kabupaten Ketapang.” Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 4
Nomor 1 Tahun 2015

Atika Wulan Ompi. 2013. Universitas Sam Ratulangi. “Implementasi
Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan
Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Pangu Kecamatan Ratahan
Kabupaten Minahasa Tenggara).” Volume 5 Nomor 1 Tahun 2015

Suparman. 2014. Universitas Tanjungpura. “Implementasi Program
Alokasi Dana Desa di Kecamatan Sukadana Kabupaten Keyong Utara”.
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2014

Skripsi. Ade Irma Maghfiroh. 2010. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
“Implementasi Program ADD (Alokasi Dana Desa) dalam Menunjang
Pembangunan Desa tahun 2008-2009 (Studi Kasus pada Bagian
Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul)”.

Tesis. Daru Wisakti. 2008. Universitas Diponegoro. “Implementasi Kebijakan
Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten
Grobongan”.

.22 DIGITAL COLLECTION OF UPT PERPUSTAKAAN UNSOED :::.

122



	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah.

	Tabel 1. Jumlah Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa   (APBDesa) Cikidang Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas
	Tabel 2. Besaran Dana Desa dari APBN-P 2015.
	Tabel 3. Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah           Tahun Anggaran 2015
	B. Rumusan Masalah.
	C. Tujuan Penelitian.
	D. Manfaat Penelitian.

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	A. Landasan Teori.
	1. Konsep Kebijakan Publik.


	Gambar 1. Tahapan Kebijakan Publik menurut Ripley.
	2. Konsep Desentralisasi.
	3. Konsep Pemerintah Desa.
	4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.

	Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan oleh Smith.
	B. Penelitian Terdahulu

	Tabel 4. Matrik Penelitian Terdahulu
	C. Kerangka Berfikir.

	Gambar 3. Kerangka Berfikir Penelitian.
	BAB III
	METODE PENELITIAN
	A. Sasaran Penelitian.
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian.
	1. Lokasi Penelitian.
	2. Waktu Penelitian.

	C. Metode Penelitian.
	D. Informan Penelitian.
	E. Teknik Pengambilan Informan.
	F. Metode Pengumpulan Data.
	1. Observasi.
	2. Studi Dokumen Resmi.
	3. Wawancara Mendalam.

	G. Jenis dan Sumber Data.
	H. Fokus Penelitian.

	Tabel 5. Fokus Penelitian
	I. Isntrumen Penelitian.
	J. Metode Analisis Data.

	BAB IV
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.
	1. Kondisi Geografis Desa Cikidang.
	2. Kondisi Demografi Desa Cikidang.


	Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Cikidang berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin
	Tabel 7. Mata pencaharian masyarakat Desa Cikidang Tahun 2016
	3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cikidang.
	4. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cikidang.
	B. Karakteristik Informan.

	Gambar 4. Struktur Pemerintah Desa Cikidang Tahun 2015.
	Tabel 8. Identitas Infroman perangkat Desa
	Tabel 9. Identitas Informan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Kopak)
	Tabel 10. Identitas Informan karangtaruna
	C. Hasil Penelitian.
	1. Pemerintah Desa Cikidang.
	a. Pemahaman Pemerintah Desa Cikidang dalam Prosedur Penggunaan Alokasi Dana Desa.



	Tabel 11. Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Cikidang Tahun 2015
	Tabel 12. Anggaran Pendaptatan Pemeritah Tahun 2015.
	Tabel 13. Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Non   Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Cikidang Tahun 2015
	Tabel 14. Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dalam Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Cikidang Tahun 2015
	Tabel 15. Absensi Kegiatan Rapat Slapanan
	b. Strategi Swakelola Masyarakat Pemerintah Desa CIkidang
	c. Strategi Partisipasi Pemerintah Desa Cikidang.

	Tabel 16. Absensi Musrembang Desa Cikidang Tahun 2015.
	Tabel 17. Kegiatan Swakelola Masyarakat Desa Cikidang Tahun 2015.
	Tabel 18. Absensi Kegiatan Rapat Slapanan.
	2. Masyarakat Desa Cikidang.
	a. Parisipasi yang Dilakukan Masyarakat Desa Cikidang.


	Tabel 19. Absensi Musrembang Desa Cikidang Tahun 2015.
	Tabel 20. Kegiatan Swakelola Tenaga Masyarakat Desa Tahun 2015.
	Tabel 21. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cikidang Tahun Anggatran 2015.
	Tabel 22. Besaran Anggaran Kegiatan Swakelola.
	Tabel 23. Absensi Kegiatan Rapat Slapanan.
	b. Swakelola yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Cikidang.

	Tabel 24. Kegiatan Swakelola Tenaga Masyarakat Desa Tahun 2015
	Tabel 25. Anggaran Pendapatan Pemerintah Desa Cikidang Tahun 2015.
	3. Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Alokasi Dana Desa.
	a. Pengaruh Kondisi Budaya terhadap Alokasi Dana Desa.


	Tabel 26. Kegiatan Swakelola Tenaga Masyarakat Desa Cikidang Tahun 2015.
	b. Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Alokasi Dana Desa.
	c. Pengaruh Kondisi Sosial terhadap Alokasi Dana Desa.
	D. Pembahasan
	1. Teori T.B Smith terkait Organisasi Pelaksana.
	2. Teori T.B Smith terkait Kelompok Sasaran dalam Implementasi Kebijakan.
	3. Teori T. B terkait Pengaruh Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat
	4. Teori T.B Smith terkait Idealize Policy Alokasi Dana Desa.
	5. Teori T.B Smith terkait Hubungan Antar Aspek Implementasi.


	BAB V
	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
	A. Kesimpulan.
	B. Implikasi.

	DAFTAR PUSTAKA
	Gambar 5. Proses Kegiatan Musrembang Desa Cikidang
	Gambar 6. Kegaitan Masyarakat dalam Bidang Pembangunan Lining                               Saliran Air Sungai Morotan di RT.04/01.
	Gambar 7. Proses Kegiatan Musrembang Desa Cikidang.
	Gambar 8. Proses Kegiatan Slapanan.
	Gambar 9. Kegiatan Pembangunan Ruko Desa

